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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S A L I N A N

PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

 

Pengadilan  Agama  Cilacap  yang  mengadili  perkara-perkara  tertentu

pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  Hakim  Tunggal,  menjatuhkan

Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang

diajukan oleh: 

Pemohon I;Tempat dan tanggal lahir Cilacap, 1 Januari 1983 Umur 40

tahun NIK 3301150101830025No.Hp Agama Islam

Pendidikan SD Pekerjaan Petani Cabe Alamat Cilacap.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II;umur 41 tahun, tanggal lahir,10 Maret 1983, agama Islam,

Pekerjaan  Petani  Cabe,  Pendidikan  Sekolah  Dasar,

tempat kediaman di Cilacap, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para

Pemohon

Dalam hal  ini Para Pemohon hendak  memohon Dispensasi  Nikah di

Pengadilan  Agama  Cilacap  terhadap  anak  perempuan  kami yang

bernama : 

Nama : Tinatun binti Warim 

Tempat dan tanggal lahir  : Cilacap, 23 Agustus 2006

Umur : 17 tahun 7 bulan

NIK : 3301156308060004

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Alamat : RT.002/RW.002 Desa Palugon, Kecamatan

Wanareja, Kabupaten Cilacap.

Dengan seorang laki-laki/calon suaminya  yang bernama:

Nama : Karsono bin Udin
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Tempat dan tanggal lahir  : Cilacap, 7 April 1993

Umur : 30  tahun 11 bulan 

NIK : 3301150704930001

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Petani Cabe

Alamat : RT.004RW.002  Desa  Jambu,  Kecamatan

Wanareja,  Kabupaten  Cilacap.

Yang akan di laksanakan dan di catatkan di hadapan Pegawai Pencatat

Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap.

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu

dan calon besan; 

DUDUK PERKARA

Bahwa,  Pemohon  mengajukan  permohonannya  tertanggal 21  Maret

2024 yang telah terdaftar  di  kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan

register  Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Clp tanggal  21  Maret  2024, dimuka

persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa calon pengantin perempuan (Tinatun binti Warim) adalah anak dari

pasangan  suami  istri  Warim  bin  Sukiryo  dan  Tarnah  binti  Marsidi  yang

menikah  di  Kecamatan  Wanareja,  Kabupaten  Cilacap.  pada  hari  Rabu,

tanggal  24  Agustus  2005,  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :

713/84/VIII/2005;

2. Bahwa selama pernikahan Warim bin Sukiryo dan Tarnah binti Marsidi telah

dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama : Tinatun dan Retno Adi Susanto;

3. Bahwa  syarat-syarat  untuk  melaksanakan  pernikahan  tersebut  baik

menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon

belum  mencapai  umur  19  tahun  dan  karenanya  maksud  tersebut  telah

ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanareja, Kabupaten
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Cilacap  dengan  surat  penolakan  Nomor  :  B-148

/Kua.11.01/24/Pw.01/03/2024. tertanggal 20 Maret 2024;

4. Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut

sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Para Pemohon

dengan calon suaminya telah bertunangan sejak bulan Agustus 2023 dan

hubungan  antara  anak  Para  Pemohon  dengan  calon  suaminya  sudah

sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi

perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera

dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon

tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan dan telah aqil baligh serta

sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga, dan calon

suami  Anak Para Pemohon berstatus  Jejaka dan telah aqil  baligh  serta

sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga dan

telah  bekerja  sebagai  buruh  dengan  penghasilan  kurang  lebih  setiap

bulannya rata-rata Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah);

7. Bahwa  keluarga  Para  Pemohon  dan  orang  tua  calon  suami  anak  Para

Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak

ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa  Para  Pemohon  sanggup  membayar  seluruh  biaya  yang  timbul

akibat perkara ini.

Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  maka Pemohon  mohon  kiranya

Ketua  Pengadilan  Agama  Cilacap  Cq.  Majelis  Hakim berkenan  memeriksa,

mengadili, dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon (Tinatun

binti Warim) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Karsono

bin Udin;

3. Menetapkan membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya

perkara;

4. atau Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;
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Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri

menghadap ke persidangan lalu Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon,

anak Pemohon, calon menantu dan besan Pemohon akan risiko perkawinan

dini  terkait  dengan  pendidikan,  ekonomi,  sosial  dan  psikologis  anak,  serta

potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta

maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon; 

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai perempuan bernama

Tinatun  binti  Warim  yang  menyatakan  sudah  sangat  berkeinginan  untuk

menikah dengan Karsono bin Udin dan telah siap secara mental; 

Bahwa,  telah  didengar  keterangan  calon  mempelai  laki-laki  bernama

Karsono bin Udin yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan

untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga

serta tidak ada hubungan mahrom dengan Tinatun binti Warim serta tidak ada

larangan nikah; 

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-

laki  bernama  Udin  yang menyatakan pihaknya  merestui  pernikahan  antara

keduanya dan siap untuk membina dan membimbingnya; 

Bahwa,  untuk  menguatkan  alasan  permohonannya,  Pemohon  telah

mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy  Kartu  Tanda Penduduk Pemohon I  NIK 3301150101830025

tanggal 03 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim

Tunggal diberi tanda P.1;

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II  NIK 3301155003830005

tanggal 03 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim

Tunggal diberi tanda P.2;

3. Fotocopy  Kutipan  Akta  Nikah  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  Nomor

713/84/VIII/2005 tanggal 24 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/PA.Clp

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan  Agama  Kecamatan  Wanareja  Kabupaten  Cilacap,  bukti  surat

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;

4. Fotocopy  Kartu  Keluarga  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  Nomor

3301150406090008 tanggal 04 Oktober 2013, bukti surat tersebut telah

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;

5. Fotocopy  Kutipan  Akta  Kelahiran  Anak  Pemohon  I  dan  Pemohon  II

Nomor 13402/TP/I/2014 tanggal 11 Juli 2014, bukti surat tersebut telah

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;

6. Fotocopy Domisili Anak Pemohon I dan Pemohon II NIK 470/39/III/2024

tanggal 20 Maret 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai,  lalu  oleh

Hakim Tunggal diberi tanda P.6;

7. Fotocopy  Anak  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  Nomor  DN-03/D-

SMP/K13/0777745 tanggal 05 Juni 2021 bukti surat tersebut telah diberi

meterai  cukup  dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata

sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

8. Fotocopy  Kartu  Tanda  Penduduk  Calon  Suami  Anak  Pemohon I  dan

Pemohon II  NIK  3301150704930001  tanggal  27  Februari  2024,  bukti

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

9. Fotocopy Surat Kelahiran Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II

Nomor 474.1/016/2024 tanggal 20 Maret 2024, bukti surat tersebut telah

diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;

10. Fotocopy  Kartu  Tanda  Penduduk  Ayah  Calon  Menantu  NIK

3301151202570001 tanggal 01 Oktober 2018 bukti surat tersebut telah
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diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;

11. Fotocopy  Kartu  Tanda  Penduduk  Ibu  Calon  Menantu  Suami  Anak

Pemohon  I  dan  Pemohon  II  Nomor  3301155404500002  tanggal  09

Februari 2011 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai,  lalu  oleh  Hakim

Tunggal diberi tanda P.11;

12. Fotocopy  Kartu  Keluarga  Calon  Suami  Pemohon  I  dan  Pemohon  II

Nomor 3301150301055894 tanggal 27 Februari 2024 bukti surat tersebut

telah diberi  meterai  cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.12;

13. Fotocopy  Surat  Penolakan  Perkawinan  Nomor  B-148

KUA.11.01/24/PW.01/03/2024 tanggal 20 Maret 2024, yang dikeluarkan

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanareja,  Kabupaten Cilacap,

bukti  surat  tersebut  telah  diberi  meterai  cukup  dan  telah  dicocokkan

dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai,  lalu  oleh  Hakim Tunggal  diberi

tanda P.13;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan

mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan; 

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini,  maka ditunjuk hal

ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

seperti tersebut diatas; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP), P.4 (Kartu Keluarga),

dan  P.6  (Kartu  Identitas  Anak),  maka  ternyata  Pemohon  sebagai  Orangtua
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calon suami  yang bertempat tinggal  di  wilayah yurisdiksi  Pengadilan Agama

Cilacap sehingga perkara ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2)

Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1)

Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu,  Pemohon sebagai  persona standi in

judicio memiliki legal standing sehingga a quo dapat dinyatakan sebagai pihak

yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini. Dengan demikian,

Pengadilan  Agama Cilacap  berwenang  secara  relatif  maupun  absolut  untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang,  bahwa terhadap maksud Pemohon tersebut  Hakim telah

menasehati  Pemohon,  anak  Pemohon,  calon  menantu  dan  calon  besan

Pemohon agar  menunda  pernikahan anaknya hingga cukup  umur  19 tahun

sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat 1 Undang Undang

Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  yang  diubah  dengan  Undang

Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas  Undang  Undang

Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  jo  Peraturan  Mahkamah  Agung

Nomor  5  Tahun  2020  Tentang  Pedoman Mengadili  Permohonan  Dispensasi

Kawin jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi hukum Islam, namun tidak berhasil ;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  di  persidangan  tetap  pada

permohonannya karena sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang

oleh ketentuan Hukum Islam apabila  tidak segera dinikahkan dan Pemohon

telah menguatkannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 dan P.6, maka terbukti bahwa

anak Pemohon pada saat ini  masih berumur  17 tahun 7  bulan, yakni masih

berumur di bawah usia perkawinan 19 tahun;

Menimbang,  bahwa  Bukti  P.12  menunjukkan  bahwa  Kepala  Kantor

Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Wanareja telah menolak keinginan

Pemohon  untuk  menikahkan  anaknya,  karena  terdapat  kekurangan  syarat

perkawinan, yakni umur calon mempelai yang masih kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa calon menantu Pemohon sebagai calon mempelai

laki-laki, telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata per bulan

sebesar Rp4.000.000.00, (empat juta rupiah)
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Menimbang,  bahwa  Pemohon  mengajukan  Permohonan  Dispensasi

Kawin  dengan  alasan  sebagaimana  tersebut  diatas  yang  pada  pokoknya

memohon  dispensasi  untuk  menikahkan  anaknya  yang  belum  cukup  umur

untuk melangsungkan perkawinan; 

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan

kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di

persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: 

- bahwa anak Pemohon meskipun baru berumur 17 tahun 7  bulan tetapi

sudah  baligh  dan  telah  siap untuk  melangsungkan  pernikahan dengan

segala akibatnya; 

- bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap

melangsungkan pernikahan; 

- bahwa kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon

mempelai dan bertanggung jawab untuk membimbing secara rohani dan

jasmani kepada anaknya; 

- bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk

melangsungkan pernikahan; 

-    bahwa calon suami anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki telah

bekerja dan berpenghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut  Hakim Tunggal menilai

anak  Pemohon  telah  patut  dan  siap  secara  jasmani  serta  rohani  untuk

melangsungkan pernikahan; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  segenap  pertimbangan  tersebut

permohonan  Pemohon patut  untuk  dikabulkan  dengan  menerapkan  pasal  7

ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah

dengan  Undang  Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Atas

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; 

Menimbang,  bahwa sesuai  ketentuan pasal  89  ayat  (1)  UU Nomor 7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU
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Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan

kepada Pemohon; 

Mengingat  semua  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan

hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Memberi  dispensasi  kepada  anak  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  yang

bernama  Tinatun binti Warim untuk menikah dengan calon suaminya

yang bernama Karsono bin Udin;

3. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari

Selasa tanggal 02 April 2024 M. bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445

H.  oleh  Drs.  H.  Achmad  Baidlowi  sebagai  Hakim  Tunggal,  dibantu  Imah

Supriatiningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd

Drs. H. Achmad Baidlowi

Panitera Pengganti,

ttd

Imah Supriatiningsih, S.H. 

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Biaya Proses Rp 75.000,00
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Biaya Pemanggilan Rp 320.000,00

PNBP  Rp 20.000,00

Biaya Redaksi Rp 10.000,00

Biaya Materai                               Rp                     10.000,00  

Jumlah Rp 465.000,00
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